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NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA 

Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) 

Dan 

Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions of UNTAN) 

 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH 

 

Masyakat Hidrologi Indonesia (MHI); 
No. 01 / PKS / MHI/ 2022 

Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions of UNTAN); 
 No.  06/UN22.4/PK.02.01/2022 

 

Pada hari ini, Tanggal 24 Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini, 

1. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev. Plg 

Ketua Masyarakat Hidrologi Indonesia, yang bersekretariat di Direktorat Bina 
Teknik SDA Jl. Ir.H Juanda 193 Bandung 40135, dalam hal ini bertindak selaku 
pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut: PIHAK KESATU 

2. Dr. Stefanus B Soeryamassoeka, S.T., M.T., IPM 

Pimpinan Redaksi Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions 
UNTAN), yang bersekretariat di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Tanjungpura Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, dalam hal ini bertindak selaku Pembuat 
Komitmen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Berdasarkan Surat permohonan Pimpinan Redaksi Jurnal Teknik Sipil Universitas 
Tanjungpura (Constructions of UNTAN) ke Masyarakat Hidrologi Indonesia 
(MHI) tentang kerjasama pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah, PIHAK KESATU 
dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama 
untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 1 

UMUM 

PIHAK KESATU akan mendukukung PIHAK KEDUA dalam pengelolaan Jurnal 
Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan) sebagai salah satu 
jurnal yang terkait dalam bidang Teknik Sipil. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

1. PIHAK KESATU memfasilitasi tersedianya tenaga pakar sebagai mitra bestari 
dalam proses penilaian sejawat artikel di Jurnal Teknik Sipil Universitas 
Tanjungpura (Constructions Of Untan) 

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam penerbitan Jurnal Teknik Sipil 
Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan) 

 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN  

 
1. PIHAK KESATU mempunyai hak: 

a. Penayangan logo Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) pada website Jurnal 
Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

b. Mendapatkan potongan article processing cost (APC) sebesar 25% pada 
seluruh anggota aktif Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI), yang disertai 
dengan tanda bukti keanggotaan. 

c. Mendapatkan ginformasi terkait perkembangan Jurnal Teknik Sipil Universitas 
Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

 

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak: 

a. Penayangan sosialisasi Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura 
(Constructions Of Untan) baik di website Masyarakat Hidrologi Indonesia 
(MHI) maupun sarana lainnya yang memungkinkan. 

b. Mendapatkan rekomendasi mitra bestari yang terkait dengan fokus dan ruang 
lingkup Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

 

3. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: 

a. Mensosialisasikan Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura 
(Constructions Of Untan) baik di website Masyarakat Hidrologi Indonesia 
(MHI) maupun sarana lainnya yang memungkinkan. 
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b. Memberikan rekomendasi mitra bestari yang terkait dengan fokus dan ruang 
lingkup Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of 
Untan). 

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: 

a. Menyertakan logo Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) pada website Jurnal 
Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

b. Memberikan potongan Biaya Pengolahan Artikel sebesar 25% pada seluruh 
anggota aktif Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI), yang disertai dengan 
tanda bukti keanggotaan. 

c. Menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait perkembangan Jurnal 
Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

d. Bertanggung jawab terhadap kualitas terbitan Jurnal Teknik Sipil Universitas 
Tanjungpura (Constructions Of Untan). 

 

Pasal 4 

FORCE MAJEURE 

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus 
bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan 
kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari kedua 
belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut force majeure. 

 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERJANJIAN 

Perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara PIHAK 
KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara 
musyawarah oleh kedua belah pihak dengan iktikad baik dan akan dituangkan dalam 
akta pemberesan (acquit et decharge) dan akta perdamaian. 

 

Pasal 7 6 

LAIN-LAIN 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh 
kedua belah pihak secara musyawarah. 

2. Peninjauan ulang naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila kedua belah 
pihak menyepakati. 

3. Naskah perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua 
belah pihak dan berlaku selama 5 tahun. 

 

 

 



4.    Untuk    perpanjangan    naskah    perjanjian    kerjasama    ini    dilakukan    dengan
pembuatan  ita§kah  peFjaifejiam  kemabai!i  `¥£ar±EgrL disesaffiikan  diEEREffam  kesepakatait
bersama.

Ditandatangani di Pontianak,
Pads Taifegga! 24 givviare± 2C22

Pihak Kesatu

Ir. Yudha Mediawan] M.Dev. Plg
ifetua Masyarakat HidFTc!cgi

indonesia
Permirmpjae Redaksi J!tiFitaE TekEGikq S§ffiiE

UlfiitvreFsitasTarijurlgpura
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